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ABSTRACT 

     

The research employed a discriptive design with a qualitative approach. The 

fostering was viewed from six dimensions according to Stewart’s concepts 

covering enabling,facilitating, consuling, collaborating, mentoring, and 

supporting. Result of the research indicated that the implementation of the events 

held in the village was carried out well by the apparatus. However, there was a 

need to provide training in order to upgrade the apparatus’ skills and 

competence. Hence, it may equalize their knowlwgde, competence, and skills. It 

was hoped that the traning could be held immediately to overcome current 

problems in the governmental environment. The cooperation among superiors and 

subordinates, workmates, and the community was obligatory to create good 

teamwork and succes in the organization. All elements should take part in the 

program. Mentoring activities such as seminar and special training may serve as 

a plus point to enhance their knowledge in the village office. In addition, the 

superiors should be able to motivate the apparatus to increase their motivation in 

work. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sejak lama, desa telah 

memiliki sistem dan mekanisme 

pemerintahan serta norma sosial 

masing-masing yang di setiap Desa 

di pimpin oleh Kepala Desa. Dimana 

desa ini di bagi lagi menjadi wilayah 

yang lebih kecil yaitu Dusun. 

Didalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, pasal 4 

ayat 5, 6 berbunyi membentuk 

Pemerintah Desa yang professional, 

efesien dan efektif, terbuka,serta 

bertanggung jawab; meningkatkan 

pelayanan publik bagi warga 

masyarakat desa guna mempercepat 

perwujudan kesejahteraan umum.  

Selain itu, pelaksanaan 

tugas aparatur juga harus 

berdasarkan undang-undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, baik aparatur yang berada 

ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah. Hal ini dapat dilihat pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 

Nomor 9 tahun 2008 Tentang 

Pembentukan dan Susunan 

Organisasi dan Tata  Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Sambas yang 

menempatkan Desa Sarang Burung 

Usrat sebagai unsur kewilayahan 

dalam struktur Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sambas.  

Selain itu pelaksanaan tugas 

aparatur juga berdasarkan asas 

desentralisasi yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

khususnya pasal 1 ayat 8, yang 

berbunyi Desentralisasi adalah 

penyerahan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan 

dalam system Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Aparatur yang cenderung 

kurang kompeten baik menyangkut 

teknis maupaun pelayanan. Teknis 

disini seperti masih kurang mengerti 

menggunakan komputer karena dapat 

menghambat pekerjaan pekerjaan 

sehingga birokrasi nya menjadi 

lambat. Kurang kompeten dalam 

bidang teknis ini juga dapat 

berpengaruh besar terhadap instansi 

yang bersangkutan. Selain bidang 
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teknis juga di bidang pelayanan akan 

ikut terhambat, karena kurangnya 

kompeten aparatur dalam bidang 

pelayanan ini membuat birokrasi 

lambat, terkadang aparatur tidak ada 

di tempat pada jam kerja. 

Disini diperlukannya 

pembinaan, pembinaan merupakan 

suatu proses dalam rangka 

menciptakan kekuatan ataupun 

kemampuan seseorang atau beberapa 

orang, sehingga dapat melakukan 

suatu pekerjaan baik menggunakan 

fisik tenaga) maupun menggunakan 

akal (pikiran) untuk menghasilkan 

suatu yang dapat di manfaatkan 

dalam kehidupan manusia. 

Pembinaan apartur berarti salah satu 

strategi untuk mewujudkan pegawai 

yang unggul dalam kinerjanya.  

Bentuk pembinaan yang 

digunakan yaitu pembinaan 

pelatihan. Pelatihan di bagi menjadi 

tiga sebagai berikut: 

1. Diklat kepemimpinan; 

disebut DIKLATPIM 

dilaksanakan untuk mencapai 

persyaratan kompentensi 

kepemimpinan aparatur 

pemerintah yang sesuai 

dengan jenjang jabatan 

struktural. 

2. Diklat fungsional; 

dilaksanakan untuk mencapai 

persyaratan kompetensi yang 

sesuai dengan jenis dan 

jenjang jabatan Fungsional 

masing-masing Jenis dan 

jenjang diklat Fungsional 

untuk masing-masing jabatan 

fungsional ditetapkan oleh 

instansi Pembina jabatan 

Fungsional yang 

bersangkutan. 

3. Diklat teknis; dilaksanakan 

untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis yang 

diperlukan untuk 

pelaksanakan tugas ASN. 

Diklat teknis dapat 

dilaksanakan secara 

berjenjang. Jenis dan jenjang 

diklat Teknis untuk masing-

masing jabatan ditetapkan 

oleh instansi teknis yang 

bersangkutan. 

Selain penerimaan aparatur 

yang baik dan benar,Kebijakan 

pemerintah dalam peningkatan 

Kompetensi sebagai aparatur negara 
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di antaranya melalui Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) sebagaimana 

amanah Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 

aparatur pemerintah, di mana pada 

Bab II pasal 2 menyatakan bahwa 

Diklat bertujuan meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

dan sikap untuk  dapat melaksanakan 

tugas jabatan secara profesional 

dengan dilandasi etika aparatur 

sesuai dengan kebutuhan instansi 

perlu di lihat lagi terhadap 

pembinaan Aparatur tersebut pada 

saat melaksanakan tugasnya yang 

antara lain dengan cara 

meningkatkan kualitas sumber daya 

melalui mengikutsertakan pendidikan 

dan pelatihan (Diklat) yang bermutu 

seperti Bimtek (bimbingan teknik).  

Pelatihan/Bimbingan Teknis 

(Bimtek) adalah suatu kegiatan 

dimana para peserta diberi pelatihan-

pelatihan yang bermanfaat dalam 

meningkatkan kompetensi peserta 

yang dimana materi yang diberikan 

meliputi keuangan, kepegawaian, 

barang dan asset, keasripan, 

pengadaan barang, pemerintah, 

perpajakan, kependudukan dan masih 

banyak lainnya. Adanya pendidikan 

dan pelatihan ini diharapan agar 

aparatur dapat meningkatkan 

keterampilannya dalam bekerja 

sehingga dapat mencapai 

produktivitas yang lebih baik lagi.  

Namun demikian di Kantor 

Desa Sarang Burung Usrat  Jarang di 

laksanakan pembinaan dan pelatihan 

untuk Aparatur sipil negara juga 

belum di laksanakan merata kepada 

seluruh Aparatur Sipill Negara, 

Terbatasnya kopentensi Aparatur 

Sipil Negara di Kantor Desa Sarang 

Burung Usrat. Di Kantor Desa sarang 

burung Usrat yang mengikuti 

Pembinaan dan pelatihan hanya 

Kepala Desa dengan Sekretaris Desa, 

mereka mengikuti pelatihan 

bagaimana mengelola dana desa. 

Selain itu, aparatur yang ada di 

kantor desa belum pernah mengikuti 

pembinaan dan pelatihan apapun 

ntah itu formal ataupun non formal. 

Bagi mereka yang sudah mnegikuti 

diklat ini sudah lumayan bagus untuk 

mengelola dana desa walaupun 

masih ada beberapa kesalahan. 

Masih banyak kebutuhan 
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pembinanan dan pelatihan yang 

harus diberikan lagi kepada aparatur 

desa agar dapat melayani masyarakat 

lebih baik lagi. 

Apabila seseorang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi dan 

telah mengikuti kursus atau 

pelatihan, pada umunya dapat 

dikategorikan mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat karena 

memiliki keterampilan yang lebih 

baik. Berbeda sekali dengan orang 

yang memiliki pendidikan yang 

kurang, dengan demikian perlu 

mengikuti pelatihan terus agar hal 

tersebut dapat berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja 

aparatur itu sendiri. Untuk 

memaksimalkan pelayanan kepada 

masyarakat tidak ada salahnya 

meningkatkan produktivitas dapat 

ditingkatkan lagi agar lebih baik 

dengan mengikutsertakan aparatur 

dalan berbagai pelatihan untuk 

mencapai produktivitas yang lebih 

baik lagi. 

Berdasarkan dari uraian di 

atas penulis telah memaparkan 

fenomena fenomena yang 

megindentifikasikan bahwa di 

Kantor Desa Sarang Burung Usrat 

mengalami beberapa kendala. Hal 

tersebut juga mengurangi 

kemampuan kerja aparatur dalam 

mencapai tujuannya. Maka penulis 

menganggap penting dantertarik 

untuk menjadi bahan penelitian, 

dengan judul “Pembinaan Aparatur 

Pemerintah Daerah di Kantor Desa 

Sarang Burung Usrat Kecamatan 

Jawai Kabupaten Sambas”. 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

yang diuraikan di atas dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Masih terbatasnya 

kompentensi Aparatur Sipil 

Negara di Kantor Desa 

Sarang Burung Usrat. 

2. Belum di laksanakan 

pembinaan dan pelatihan 

yang merata kepada seluruh 

Aparatur Sipil Negara di 

Kantor Desa Sarang Burung 

Usrat. 

3. Tidak adanya konsistensi dan 

keteraturan pembinaan dan 

pelatihan untuk Aparatur sipil 
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negara di Kantor Desa Sarang 

Burung Usrat. 

3. Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi 

masalah yang diuraikan di atas, 

dalam penelitian ini penulis lebih 

memfokuskan pada efektifitas 

pembinaan aparatur sipil melalui 

diklat di Kantor Desa Sarang Burung 

Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten 

Sambas. 

4. Rumusan Masalah 

Memperhatikan uraian di 

atas maka permasalahan yang 

menjadi fokus perhatian penulis 

dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

“Mengapa pembinaan 

Aparatur Pemerintah di Kantor 

Desa Sarang Burung Usrat 

Kecamatan Jawai Kabupaten 

Sambas kurang efektif? 

 

5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 

untuk Mendeskripsikan dan 

menganalisis  aparatur Pemerintah di 

Kantor Desa Sarang Burung Usrat 

Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas 

terkait efektifitas Pembinaan. 

6.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebesar-

besarnya untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama ilmu 

pemerintahan, khususnya mangenai 

pembinaan aparatur pemerintah desa. 

Selain itu hasil penelitian di 

harapkan dapat menjadi bahan 

bacaan dan literatur serta sebagai 

pembanding bagi pihak yang 

mengkaji masalah mengenai 

pembinaan aparatur. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan bagi masukan 

terutama untuk apaatur Kantor Desa 

Sarang Burung Usrat dalam 

meningkatkan Pembinaan Aparatur 

Pemerintah pada Kantor Desa Sarang 

Burung Usrat, dan instansi terkait 

seperti Kantor Camat, Pemerintah 

Desa, Kelembagaan Desa, Badan 

Permusyawaratan desa juga untuk 

masyarakat yang menerima efek dari 

Pembinaan aparatur. 
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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pembinaan  

Secara umum pembinaan 

disebut sebagai sebuah perbaikan 

terhadap pola kehidupan yang 

direncanakan.  

Secara konseptual, 

pembinaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata 

’power’ (kekuasaan atau 

keberdayaan). Pembinaan secara 

etimologi berasal dari kata bina. 

Pembinaan adalah proses, 

pembuatan, cara pembinaan, 

pembaharuan, usaha dan tindakan 

atau kegiatan yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna 

dengan baik. 

Miftah Thoha dalam 

bukunya yang berjudul “Pembinaan 

Organisasi” mendefinisikan, 

pengertian pembinaan bahwa : 

1. Pembinaan adalah suatu 

tindakan, proses, atau 

pernyataan menjadi lebih 

baik. 

2. Pembinaan merupakan 

suatu strategi yang unik 

dari suatu sistem 

pambaharuan dan 

perubahan. 

3. Pembinaan merupakan 

suatu pernyataan yang 

normatif, yakni 

menjelaskan bagaimana 

perubahan dan 

pembaharuan yang 

berencana serta 

pelaksanaannya. 

4. Pembinaan berusaha 

untuk mencapai 

efektivitas, efisiensi 

dalam suatu perubahan 

dan pembaharuan yang 

dilakukan tanpa 

mengenal berhenti. 

(Miftah,1997, 16-17). 

Pembinaan adalah suatu 

proses yang berkesinambungan dan 

tidak ada rencana pembinaan bersifat 

final, tetapi selalu merupakan bahan 

untuk diadakan perbaikan. Oleh 

karena itu pembinaan bukan 

merupakan hasil daripada proses 

perencanaan, tetapi hanya sebagai 

laporan sementara (interiwn report). 

Hasil pembinaan adalah spesifikasi 

dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran 

target dari perencanaan yang 

ditentukan dengan apa yang ingin 

dicapai, dan bagaimana 

mencapainya. Pada suatu deretan, 
9 
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fakta-fakta dan pandangan untuk 

waktu yang akan datang, maka harus 

menyimpulkan apa yang akan 

mempengaruhi tujuan dari kegiatan 

tersebut “hasil yang akan dicapai”. 

A. Fungsi Pembinaan  

Untuk mendapatkan hasil 

kerja yang baik, maka diperlukan 

adanya pegawai-pegawai yang setia, 

taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin 

dan sadar akan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

kepegawaian yang berlaku, 

B. Karakteristik Pembinaan 

Menurut French dan Bell 

yang dikutip oleh Miftah Thoha 

dalam bukunya Pembinaan 

Organisasi mengidentifikasikan 

karakteristik pembinaan, yaitu :  

1. Lebih memberikan 

penekanan walaupun 

tidak eksklusif pada 

proses organisasi 

dibandingkan dengan isi 

yang subtantif.  

2. Memberikan penekanan 

pada kerja tim sebagai 

suatu kunci untuk 

mempelajari lebih efektif 

mengenai berbagai 

perilaku.  

3. Memberikan penekanan 

pada manajemen yang 

kolaboratif dari budaya 

kerja tim.  

4. Memberikan penekanan 

pada manajemen yang 

berbudaya sistem 

keseluruhan.  

5. Mempergunakan model 

“action research”.  

6. Mempergunakan ahli-ahli 

perilaku sebagai agen 

pembaharuan atau 

katalisator. Suatu 

pemikiran dari usaha-

usaha perubahan yang 

ditujukan bagi proses-

proses yang sedang 

berlangsung.  

7. Memberikan penekanan 

kepada hubungan-

hubungan kemanusiaan 

dan sosial.  

menurut Stewart (dalam 

Makmur 2008, 62) yang 

mengemukakan bahwa enam dimensi 

pemberdayaan, yaitu: 

1. Kemampuan (enabling) 
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Kemampuan berarti 

memastikan bahwa aparatur 

mempunyai peningkatan segala 

sumber daya yang mereka 

perlukanuntuka dapat diberdayakan 

secara penuh, seperti pendidikan, 

keterampilan, pengalaman, 

kematangan emosi dan kematangan 

spriritual. 

2. Kelancaran (facilitating) 

Kelancaran berarti 

memperhatikan apa yang perlu 

dilakukan, lalu meyediakan jalanya 

selapang mungkin yang meliputi 

ketersediaan informasi, fasilitas 

kerja, dan ketersediaan dana. 

Semakin banyak informasi yang kita 

ketahui semakin banyak ilmu yang 

kita miliki dan membantu dalam 

situasi apapun. 

3. Berkonsultasi (consulting) 

Berkonsultasi berarti bertukar 

fikiran atau meminta pertimbangan 

dalam memutuskan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu berupa 

bertatap muka, komunikasi, kotak 

saran, dan telaah staf. 

4. Berkonsultasi (consulting) 

Berkonsultasi berarti bertukar 

fikiran atau meminta pertimbangan 

dalam memutuskan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu berupa 

bertatap muka, komunikasi, kotak 

saran, dan telaah staf. 

5. Bimbingan ( mentoring ) 

Bimbingan berarti suatu 

tindakan memberikan bimbingan 

contohnya seperti melatih, 

memberikan kecakapan, memberikan 

petunjuk, dan mengarahkan. 

6. Mendukung ( supporting ) 

Mendukung berarti 

memberikan dukungan atau motivasi 

berupa dukungan moral, dukungan 

pikiran, dukungan spiritual, dan 

dukungan finansial. 

2. Aparatur Pemerintah  

Aparatur adalah orang-

orang yang menjalankan roda 

pemerintahan. Aparatur yang 

berkualitas sangat dibutuhkan dalam 

rangka menghadapi masa depan. 

Kedudukan aparatur mengharuskan 

untuk memberi pelayanan kepada 

masyarakat secara professional, 

jujur, adil dan marata dalam 

penyelenggaran tugas Negara, serta 

tidak diskriminatif tidak boleh 

memandang adanya unsur ras, suku, 

agama, harus bebas dari pengaruh 

partai politik. 
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Aparatur merupakan segala 

aspek administrasi yang dibutuhkan 

dalam penyelenggaraan negara atau 

pemerintahan , sebagai alat umtuk 

mencapai suatu organisasi. Adapun 

beberapa aspek administrasi yang 

cukup penting adalah administrasi 

organisasi dan kepegawaian. 

(Handayaningrat 1982, 43). 

3. Pembinaan Aparatur 

Pemerintah 

“Pembinaan Aparatur 

Pemerintah adalah segala usaha 

untuk lebih meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan 

tugas umum Pemerintah dan 

pembangunan” (Widjaja 1995, 60). 

Berdasarkan pengertian tersebut 

pemberdayaan aparatur pemerintah 

ini merupakan salah satu usaha 

pemerintah untuk lebih 

meningkatkan lagi kinerja aparatur 

dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai aparatur 

pemerintah. 

Sumber daya aparatur adalah 

salah satu faktor yang sangat penting 

dalam suatu lembaga pemerintahan 

disamping faktor lain seperti uang, 

alat-alat yang berbasis teknologi 

misalnya komputer dan internet. 

Oleh karena itu, sumber daya 

aparatur harus dikelola dengan baik 

untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi organisasi pemerintahan 

untuk mewujudkan profesional 

pegawai dalam melakukan pekerjaan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu untuk 

menggambarkan bagaimana 

Pembinaan Aparatur Pemerintah 

pada Kantor Desa dalam indikator 

dari teori yang digunakan. Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

2. Langkah-langkah 

Penelitian 

Berdasarkan buku pedoman 

penulisan skripsi Program Studi Ilmu 

Pemerintahan kerjasama Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Tanjungpura Pontianak 

dengan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat  makalangkah – 

langkah yang harus dilakukan 

penulis antara lain : 
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1. Melakukan penelitian 

pendahuluan (Pre survey) 

2. Penyusunan Outline 

3. Penyusunan usulan penelitian 

4. Seminar 

5. Penelitian lapangan 

6. Penyusunan laporan hasil 

penelitian 

7. Ujian skripsi 

3. Lokasi dan Waktu 

Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan 

di Kantor Desa Sarang Burung Usrat 

kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. 

Waktu penelitian dilaksanakan dari 

bulan Januari 2018 dan berakhir di 

bulan November 2019. 

4. Subjek dan Objek 

Penelitian 

Subjek Penelitian 

Adapun yang akan menjadi 

informannya yaitu : 

1. Kepala Desa 

2. Sekretaris Desa 

3. Staf Kantor Desa 6 orang 

4. Camat Jawai  

5. Masyarakat 3 orang 

Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:2), objek 

dalam penelitian kualitatif adalah 

objek yang alamiah, atau natural 

setting, sehingga metode penelitian 

ini sering disebut metode 

naturalistik. Objek penelitian yang 

diteliti adalah Pembinaan Aparatur 

Pemerintah Pada Kantor Desa Sarang 

Burung Usrat Kecamatan Jawai 

Kabupaten Sambas. 

5. Instrumen Pengumpulan 

Data 

Instrument utama dalam penelitian 

ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan 

alat bantu yang digunakan peneliti 

dalam pengumpulan data aalah 

pedoman wawancara, yaitu catatan 

yang berisikan pokok permasalahan 

/pertanyaan yang ditujukan kepada 

informan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

. Sugiyono(2014:63) menjelaskan 

dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada 

“natural setting” (kondisi yang 

alamiah), sumber data primer, dan 

teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan 

serta(participan observation), 

wawancara mendalam(in depth 

interview) dan dokumentasi. 

7. Teknik Analisis Data 
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Dalam penelitian ini analisis 

data dilakukan pada saat 

pengambilan data berlangsung, 

sehingga disaat melakukan 

wawancara penulis sudah 

melakukanan analisis terhadap 

jawaban atas pertanyaan bila dirasa 

jawaban dari narasumber belum 

memuaskan, maka penulis akan 

melanjutkan pertanyaan lagi sampai 

diperolah data yang dianggap 

kredibel. Apabila telah selesai proses 

pengumpulan data, pada penelitian ini 

penulis melakukan analisis data 

dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Data Reduction (Reduksi 

Data)  

Data reduksi adalah data yang 

diperoleh dilapangan. Semakin lama 

penulis berada dilapangan, maka 

jumlah data yang didapatkan oleh 

penulis juga semakin banyak dan 

rumit.Oleh karena itu data yang 

terdapat dilapangan yang banyak 

tersebut perlu di catat secara detail 

dan rinci. 

2. Data Display (Penyajian 

Data).  

Penyajian data ditujukan untuk 

memberikan pemaparan singkat atau 

penyajian yang disederhanakan 

(simple) sebagai contoh:grafik, tabel, 

atau sejenisnya. 

3. Conclusion 

Drawing/Verification 

Kesimpulan merupakan temuan yang 

digeneralisasikan yang 

didapatdarihasilpenelitian. Temuan 

tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang menjadi 

ringkasan umum secara keseluruhan 

dari data yang ditemukan 

8. Teknik Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, 

akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah maka dari data - data yang 

ada, terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan keabsahan data. Dalam 

penelitian ini, teknik keabsahan data 

yang akan digunakan adalah 

triangulasi. 

Pada penelitian ini 

penelitianya menggunakan dua cara 

yaitu triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik pengumpulan data. 

 

D. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

Desa Sarang Burung Usrat terletak di 

kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. 
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Luas wilayah Desa 21.000 Ha, yang 

berbatasan wilayah sebelah utara 

dengan Desa Sarang Burung Kolam, 

sebelah selatan dengan Desa Sarang 

Burung Kuala, sebelah Barat dengan 

Laut Natuna, dan sebelah timur 

dengan Desa Lela Kecamatan Teluk 

Keramat. Jarak Desa dan Pusat 

Pemerintahan juga lumayan jauh 

yaitu jarak dari Pusat Pemerintah 

Kecamatan 10 Km, jarak ke Pusat 

Pemerintahan Kabupaten/Kota 

sejauh 52 Km, jarak dari desa ke ibu 

Kota Provinsi sejauh 315 Km. 

1. Keadaan Demografis 

Penduduk 

Secara keseluruhan Penduduk Desa 

Sarang Burung Usrat hingga 

Desember 2018 berjumlah 3.390 

jiwa yang bertempat tinggal 

menyebar di empat dusun. 

 

E. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Pembinaan Aparatur Desa 

Pembinaan merupakan sebuah upaya 

untuk memaksimalkan potensi 

sumber daya manusia. Pembinaan 

dilakukan oleh seorang individu yang 

berada pada sebuah organisasi yang 

membantu tercapainya tujuan 

organisasi secara maksimal dengan 

keterlibatan seluruh anggota 

organisasi. 

1. Kemampuan (enabling) 

Secara umum pelaksanaan 

kegiatan di desa dengan 

keterampilan yang dimiliki oleh 

aparatur desa tersebut sudah 

lumayan baik, tetapi perlu adanya 

pelatihan khusus untuk 

meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan aparatur sehingga di 

dalam melakukan pekerjaan ada 

pemerataan pengetahuan dan 

kemampuan maupun 

keterampilan mereka, jika pada 

saat waktu tertentu ada aparatur 

yang berhalangan hadir ada 

aparatur yang lainya yang dapat 

menghandle atau melakukan 

pekerjaan yang di luar pekerjaan 

utamanya. Sumberdaya manusia 

yang menjadi hal utama yang 

harus di perhatikan dimana jika 

sumberdaya manusianya 

terpenuhi maka untuk kendala 

yang lain bisa lebih mudah di 

selesaikan. 

2.Kelancaran (Facilitating) 
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Fasilitas kerja memang menjadi 

penunjang yang sangat penting, 

seharusnya fasilitas kerja ini dapat 

sesegera mungkin di sediakan atau di 

penuhi agar kendala dalam 

menyelesaikan pekerjaan dapat 

teratasi. Selain itu fasilitas yang 

menjadi penunjang juga harus bisa di 

perhatikan misalnya keterbukaan 

informasi kepada aparatur maupun 

masyarakat yang berhubungan secara 

langsung kepada organisasi di desa 

dan juga tempat yang nyaman bagi 

aparatur dan masyarakat untuk 

melakukan pekerjaan. 

3. Berkonsultasi ( Consulting) 

Adanya komunikasi yang baik antara 

Pimpinan dan bawahan merupakan 

hal yang sangat penting, karena di 

sana keterbukaan informasi yang 

bertujuan untuk tercapainya progress 

kerja dapat di laksanakan. 

Seandainya hal itu tidak dapat di 

laksanakan maka akan menjadi 

penghambat di dalam kelancaran 

pekerjaan. 

4. Kerjasama (Collaborating) 

Kerja sama antara Pimpinan dan 

Bawahan, Antar rekan kerja, dan 

juga kepada masyarakat merupakan 

hal yang wajib dilakukan karena 

merupakan kunci terwujudnya kerja 

sama dan keberhasilan dari sebuah 

organisasi yang memiliki progress 

kerja yang baik, semua harus dapat 

ambil bagian di dalam program kerja 

tersebut. 

5. Bimbingan (Mentoring) 

Untuk meningkatkan Sumber 

Daya Manusia yang ada di 

lingkungan kantor desa, baik 

Kepala Desa maupun Sekdes, 

serta lembaga tertentu harus 

dapat berperan serta agar tujuan 

utama dari di bentuknya 

organisasi tersebut dapat tercapai. 

6. Mendukung (Supporting) 

7. Menciptakan suasana kerja 

yang nyaman, memberikan 

dukungan moral kepada para 

pegawai, atau dengan 

memberikan motivasi-

motivasi yang bertujuan 

untuk dapat meningkatkan 

kinerja para pegawai juga 

penting sekali, dimana para 

pegawai merupakan 

pelaksana dari sebuah 

program kerja yang sudah di 

rencanakan. 
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F. KESIMPULAN, 

IMPLIKASI DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Aparatur yang berkualitas 

sangat dibutuhkan dalam rangka 

menghadapi masa depan. Kedudukan 

aparatur mengharuskan untuk 

memberi pelayanan kepada 

masyarakat secara professional. 

1. Kemampuan (Enabling) 

Secara umum pelaksanaan 

kegiatan di desa dengan keterampilan 

yang dimiliki oleh aparatur desa 

tersebut sudah lumayan baik, tetapi 

perlu adanya pelatihan khusus untuk 

meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan aparatur sehingga di 

dalam melakukan pekerjaan ada 

pemerataan pengetahuan dan 

kemampuan maupun keterampilan 

mereka, jika pada saat waktu tertentu 

ada aparatur yang berhalangan hadir 

ada aparatur yang lainya yang dapat 

menghandle atau melakukan 

pekerjaan yang di luar pekerjaan 

utamanya. Sumberdaya manusia 

yang menjadi hal utama yang harus 

di perhatikan dimana jika 

sumberdaya manusianya terpenuhi 

maka untuk kendala yang lain bisa 

lebih mudah di selesaikan. 

2. Kelancaran ( Facilitating) 

Fasilitas kerja memang 

menjadi penunjang yang sangat 

penting, seharusnya fasilitas kerja ini 

dapat sesegera mungkin di sediakan 

atau di penuhi agar kendala dalam 

menyelesaikan pekerjaan dapat 

teratasi. Selain itu fasilitas yang 

menjadi penunjang juga harus bisa di 

perhatikan misalnya keterbukaan 

informasi kepada pegawai maupun 

masyarakat yang berhubungan secara 

langsung kepada organisasi di desa. 

3. Berkonsultasi ( Consulating) 

Komunikasi yang baik 

antara Pimpinan dan bawahan 

sangatlah penting, selain untuk 

mempercepat pekerjaan juga dapat 

meningkatkan kinerja pegawai, jika 

pegawai tersebut mengalami 

kesulitan dapat segera menemukan 

solusi dengan bertanya kepada 

pimpinan yang lebih memahami 

proges kerja yang sedang di 

kerjakan. Adanya komunikasi yang 

baik antara Pimpinan dan bawahan 

merupakan hal yang sangat penting, 
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karena di sana keterbukaan informasi 

yang bertujuan untuk tercapainya 

progress kerja dapat di laksanakan. 

Seandainya hal itu tidak dapat di 

laksanakan maka akan menjadi 

penghambat di dalam kelancaran 

pekerjaan.   

4. Kerjasama (Collaborating) 

Forum Rapat menjadi hal 

yang sangat penting di dalam sebuah 

organisasi, karena di saat itu 

Pimpinan dapat mengontrol kinerja 

pegawainya, mengontrol Progres 

kerja serta hal lainnya yang di 

anggap penting, maka dari itu 

seharusny forum rapat menjadi kunci 

dari keberhasilan sebuah organisasi 

dan dapat dilaksanakan secara rutin. 

Kerja sama antara Pimpinan dan 

Bawahan, Antar rekan kerja, dan 

juga kepada masyarakat merupakan 

hal yang wajib dilakukan karena 

merupakan kunci terwujudnya kerja 

sama dan keberhasilan dari sebuah 

organisasi yang memiliki progress 

kerja yang baik, semua harus dapat 

ambil bagian di dalam program kerja 

tersebut. 

5. Bimbingan (Mentoring) 

Bimbingan yang berupa 

seminar, atau pelatihan khusus juga 

menjadi nilai tambah untuk 

meningkatkan pengetahuan para 

aparatur kantor desa, misalnya di 

dalam meningkatkan pelayanan, 

ataupun pengetahuan di dalam 

pkerjaan sehari-hari. Untuk 

meningkatkan Sumber Daya 

Manusia yang ada di lingkungan 

kantor desa, baik Kepala Desa 

maupun Sekdes, serta lembaga 

tertentu harus dapat berperan serta 

agar tujuan utama dari di bentuknya 

organisasi tersebut dapat tercapai. 

6. Mendukung (Supporting) 

Motivasi yang diberikan 

pimpinan kepada para pegawai harus 

dapat meningkatkan semngat kerja 

para aparatur tersebut, misalkan 

dengan memberikan sentuhan-

sentuhan tertentu misalkan 

menciptakan suasan kerja yang 

nyaman, agar para pegawai tidak 

merasa bosan di dalam melakukan 

pekerjaanya. Menciptakan suasana 

kerja yang nyaman, memberikan 

dukungan moral kepada para 

pegawai, atau dengan memberikan 

motivasi-motivasi yang bertujuan 
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untuk dapat meningkatkan kinerja 

para pegawai juga penting sekali, 

dimana para pegawai merupakan 

pelaksana dari sebuah program kerja 

yang sudah di rencanakan. 

2. Saran 

Berdaarkan Kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah di 

lakukan, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran 

dalam upaya Pembinaan Aparatur 

Pemerintahan yang lebih baik lagi 

yaiut sebagai berikut: 

a. Kepala Desa selaku pimpinan 

tertinggi harus dapat menjadi 

panutan dan menjadi contoh 

terhadap para pegawai atau 

aparatur yang ada di pemerintahan 

desa. Dengan memberikan 

perhatian secara khusus misalkan 

motivasi yang membangun, 

dukungan moral kepada para 

pegawai yang memiliki potensi 

untuk berkembang, di harapkan 

kualitas pelayanan dan 

sumberdaya yang ada dapat 

digunakan secara maksimal. 

Pemberian pelatiahan secara 

khusus untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan para 

pegawai juga harus di perhatikan 

misalnya dengan bekerja sama 

dengan lembaga tertentu untuk 

dapat memberikan seminar 

khusus, pelatihan khusus dan lain-

lainya. 

b. Sebelum meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap masyarakat, 

Aparatur desa hendaknya sudah 

memiliki bekal yang cukup berupa 

pengetahuan, keahlian dan lainya, 

di karenakan masyarakat tidak 

semuanya sudah memahami alur 

kerja organisasi di desa, 

melainkan masih banyak orang-

orang awam yang belum mengerti 

dengan cara kerja dan proses 

kerjanya. Kualitas sumberdaya 

manusia yang baik menjadi 

penentu keberhasilan di dalam  

sebuah organisasi. 

c. Pada Aparatur Desa hendaknya di 

berikan pelatihan secara 

bergantian antar pegawai, dimana 

ini di tujukan agar kemampuan 

para pegawai dapat seimbang dan 

juga mengurangi rasa cemburu 

social antar sesama pegawai. Ini 

juga dapat mengembangkan 

keterampilan mereka masing-

masing secara merata. Suatu 
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organisasi tidak akan berkembang 

tanpa sumber daya manusia yang 

memiliki keterampilan dan 

kemampuan serta minat kerja 

yang tinggi. Dengan adanya 

pelatihan, diharapkan dapat 

menggali potensi para aparatur 

dan dapat mengembangkan 

ktrampilan yang mereka miliki. 

Jadi pembinaan adalah proses 

pengembangan melalui beberapa 

pelatihan. 

Implikasi 

Sebuah kesimpulan tentunya 

memiliki implikasi di pada 

Pembinaan Aparatur Pemerintah di 

Kantor Desa Sarang Burung Usrat 

Kecamatan Jawai Kabupaten 

Sambas. Implikasi adalah prediksi 

(harapan) manfaat dari hasil 

penelitian untuk masa sekarang dan 

masa yang akan datang, menyangkut 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Dalam penelitian ini 

implikasi teoritisnya adalah sebagai 

sarana memberikan informasi serta 

pengetahuan yang berisikan 

bagaimana Pembinaan Aparatur di 

Desa Sarang Burung Usrat yang 

sudah berjalan selama ini apa saja 

kendala yang di hadapi dan 

bagaimana upaya untuk 

meningkatkan pelayanan dan kualitas 

sumberdaya yang ada disana. Hasil 

dari penelitian ini jugadiharapkan 

dapat menambah wawasan para 

pembaca sehingga menimbulkan 

ketertarikan untuk melakukan 

penelitian serupa dengan sudut 

pandang atau metode yang berbeda 

sehingga pnelitian tentang 

pembinaan aparatur pemerintah  ini 

terus berkembang. Sedangkan 

manfaat praktis dalam penelitian ini 

adalah sebagai kajianserta bahan 

koreksi bagi Kantor Desa Burung 

Usrat dalam upaya meningkatkan 

sumber daya yang ada dan kualitas 

pelayanan yang efektif dan efisien 

sehingga tujuan dari program yang di 

rencanakan dapat terwujud. 

3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan 

oleh penulis tentang Pembinaan 

Aparatur Desa di Desa Sarang 

Burung Usrat masih terdapat banyak 

kekurangan dan kelemahan karena 

penulis masih tergolong baru dan 

pemula dalam melakukan penelitian 

ilmiah. Adapun keterbatasan yang 

penulis alami adalah sebagai berikut: 
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1. Sulitnya menemukan waktu yang 

tepat untuk mewawancarai 

informan dikarenakan kesibukan 

informan dan jadwal keja yang 

padat sehingga belum begitu 

maksimal dalam proses 

wawancara. 

2. Kurangnya keterbukaan informan 

di dalam memberikan informasi 

terkait dengan permasalahan yang 

di teliti sehingga proses 

wawancara belum tidak bisa di 

maksimal dan juga adanya 

peraturan yang mengatur sebagian 

data tidak bisa di berikan. 
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